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PADAf{G I{AI;, LtAr\ - Bep
bagai komen t.er'merg.tiring!,
temuan BPK terkait penaj
rikan upah pungut Paja\
Bahan Bakar Keridaraan
Bermotor (PBB-KB) dan
PajakRokok sebesar RPt 1,4
miliar pada Tahun Anggaran
(TA) 20i6 oleh Pemprov
Sumbar karena dinilai
melanggar asas kePatutan.
Selain persoalan tidak ada"

nya regulasi yang mengatur
pengembalian hsenstif ter-

EFRilZALIlandra, i

sebut, BPK dinilai pethr
mdlihat niat yar,rg: mendmai
PemprcvSumba melalcrkm'
penarikan. -: Wakil Ketua Komisi II{
D?RD Sumba, Supudi, me-
nyqyangkan catatan Badan
Peineriksa Keumgm (BPK)
Proiiisi Sumbil' terkait pe-
naiikan updh pungut terse-
but y4ng hanya dianggap
sebagai pemborosm mgga
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rrr oleh BPK RI sehingga tidak
ada rekomendhsi untuk mengem-
balikannya ke dalam kas negara.
Ia rnenilai, sehantsnya BPK juga
merekonrendasikan pengemba-
lian insentif tersebut.
. "Mestinya tak bisa hanya

dikatakan sebagai pemborosan,
retaoi BPK harus merekomen-
dasikan Pemprov Sumbar untuk
mengembalikan uang 'tersebut ke
negara. Sebab sepengetahuan
saya. ini tidak terjadi hmYa Pada
tahun anggaran 2016. TetaPi
sudah berlangsung sejak 2013.
Kalau ditaruh saja Rpll niliu
setahun, maka selama tiga tahun
itu iumlahnya besar. Umg seba-
nya'k itu harusnya dapat dipakai
untuk pembanguian rakYat." kata
Suoardi.

Anggota DPRD dari Fraksi
Partai Gerindra itu mengatakan,
Pemprov Sumbu semestinya me-
ngembalikan insentif Yang men-
iadi temum BPK tersebut. krena
'dalam proses pengambilan uPah
pungu PBB-KB dm pajak rokok
iak adajerih payah PemProv Sum-
ba dalam mengerjakannYa.

Sebelumnya. Anggota Badan
Anggaran DPRD Sumba, Albert
Hendra Lukrilan, sepakat dengm
BPK dan Supardi. bahwa memang
tak semestinya Pemprov Sumbar
mendapatkan insentif dai Peker-
jaan yang tidak pemah dilakukan.
Namun. temuan BPK RP11,4
miliar tetap hails ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Provinsi (Pem-
prov ) Surnbu.

"Logikanya. jika memang
tidak dipungut Pemprov Sumbar.
maka insentifnya juga tidak boleh
diambil. Jadi, jika ada temuan
BPK terkait persoalan ini, tindak
laniutnya harus dilakukan Pem-
nrov Surnbar ssuai catatan BPK.
Setiap temuan itu kan diiringi
*tatm. Jika dalm catatan BPK
diminta mengembalikm, Ya harus
.dikembalikan. Kalau diminta
rntuk tidak dijalankan lagi, Ya
harus dihentikan." kata Albert.

Pada irtinya, lanjut Albert,
pemungutan terhadaP cukai
BBM. rokok. dan lain sebagainYa
langsung dikerjakan. diambil.
dan dihitung oleh Pemerintah
pusat, yang kemudian
membagikan dana bagi hasilqYa
ke oemerintah daeiah. "SemumYa
sudah lanssuns dilakukan oleh
pusat. kenipa i'arus ada insentif
untuk daerah," ucapnya.'

Pengamat: Tindakan
' Inefesiensi

Sebelumnya, BPK RI WilaYab
Sumbar menilai PemProv Sumbr

tidak memenuhi asas kePatutan
dalam penarikan upah Pungut
sebesar Rp l 1.4 miliar tersebut.
Meski penarikan upah telah di-
hentikan sesuai rekomendasi
BPK, upah yang telah ditarik
tersebut memang tak bisa dikem-
balikan karena belum ada regulmi
vans mensatur.' Fempr6v Sumbr. sebut Ketua
Tim Senior BPK Sumbar, Yunaldi,
kepada Haluan, melalui Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) yang saat ini telah ber-
ubah meniadi Badan Keuangan
Daerah (Bikeuda) Sumbil, tehh
memungut insentif atau uPah
pungut PBB-KB sebesar RP6.208:
833.668 dan Pajak Rokok sebesar
Ro5.259.33 1.078. Temuan ter-
seiut kemudian dinvatakm seba-
gai pemborosan keuingan daerah.

"Terkait permasalahan ini,
kami sudah ajukm ke pemerintah
pusat sebagai bahan pendapat
itari BPK. Laporannya sudah
diterima. tetapi sampai saat ini
belm ada penjelasan dari pusat,"
kata Yunaldi lagi.

Selain memang dinilai tidak
memenuhi azas kepatutan, Penga-
mat Keuangan Daerah dari Uni-
venitas Andalas (Urrancl), Hefri
zal Handra. menyebutkan me:
mang sejatinya apa dilakukan
Pemprcv Sumbm tersebut sejati-
nya tidaktah melanggar aturan
kilena memang tidak ada rqgulasi
yang mengatur. Ia menilai Pem-
prov berhak menmik upah pungut
dari penerimaan pajak. Akan
rctapi, hal itu tidak berlaku untuk
PBB-KB dan Pajak Rokok krena
tidak ada upaya pemprov untuk
memungut kedua p3]ak tersebut.
. "Kpmbali lagi, iri km tergah-
tung hasil temuan dan penilaian
BPK. Kalau BPK menganggaP hal
itu melanggar aturan, pasti di-
minta unt{k dikembalikan. TehPi
kan ry4batya itu tidak menYalahi
aturai. Hanya saja yang dilaku-
kan pemprov dianggap sebagai
tindakan inefisiensi atau sesuatu
tidak pada tempatnya. Inefisiensi
pada dasamya tidak daPat dihu-
kum, tidak ada kewaiiban untuk
mengembalikan upah pungut
yang telah diambil," ujamYa saat
dihubungi Haluatt, Iwnat (9111).

Lebih jauh Hefrizal menga-
takan, setelah diberlakukannYa
aturan remunerasi, keberadaan
insentif atau upah pungut seha'-
rusnya sudah tidak ada lagi. Hal
tersebut krena pemberian remu-
nerasi didasarkan pada kinerja
pihak yang bersngkutan.

"Saya tidak tahu persis apa-
kah di 2016 itu remunerasi sudah

.'': l r : .:, t'.Redriklur i Bh€ht.:ti,ldharaio 'r' f:

berlaku. di lingkungan .Petnp.rov 
"gr 

(
Sumbar*au belum. Kalau belunl
ada, tidak apa-apa ditilik upah
pungut. Cuma masalahnYa. uPalt
bunlut itu harur berasal dari
iraiik vans dinunsut sendiri."
l.ip penjuia fddo Fakoltas Eto-
nomi Unand tdlsebut.

Aktivis: Perlu Lihat Niat
Sementara itu, Koordinator

Lembaga Anti-Korxpsi Integritil.
Arief Paderi menuturkan bahwa
persoalan ini harus dilihat dari
sudut pandang ltensrea atau iliat
jahat dari upaya pemungutan.
Apabila dalam penzuikan insentif
teisebut tidak dapat dibuktikan
didasari oleh keberadaan niat
iahat, maka konteksnya hanYa

beruoa kesalahan administrasi.
'fada dasarnva suatu tindak

pidana tlinilai dari niat jahat
dalam prosesnya. KalSu kemu-
dian terbukti adanya niat jahat.
baulah bisa mtruk dalam delik
pidana. Sehingga ketika suatu
kasus itu telah ditetapkan sebagai
cteiik pidana. maka akan ada
kewajiban untuk rnengernbalikan
uing yang telah diambil." kata
Arif.

Akan tetapi. sebutnYa lagi.
iika konteksnya adalah kesalahan
;drninistrasi, maka tidak ada
kewajiban untuk pengembalian
dilakukan. "Hingga saat int.
sepmjang yang 6aya tahu. belum
ada mekanisme atau Peraturan
perundang-undangan Yang me-
ngatur pengembalian uang akibat
adanva kesalahan administrasi,"
katariya.

Sudah Dihentikan
Sebelurnnya, KePala DPKD

Sumbal Zaenuddin membenar-
kan bahwa pihaknYa memang
menarik upah pungut PBB-KB
dan Pajak Rokok Pada 2016.
Namun, ia mcnyebutkan baltwa
pemungutan tersebut telah sesuai
derrgan UU Pajak Daemh dan PP

Nomor 69 Tahul 2010 tentang
Tata Cara Pemberiar dan Peman-
faatan lnsentif Penrungutan Pajal
.Daerah dan Reiribusi Daerah.

"Menurut dua Pei{utan terse-
but, Pemprov melalui DPKD
berhak memungut insentif. Akan
tetapi. menurut BPK, hal ini tidak
sesuai dengan asas kePatutan,
sehingga pada tahun-tahun beri-
kutnva kami tidak boleh lagi
memungut insentif itu. SamPai
sekarang kami memang tidak lagi
menerima upah pungut itu, baik
dari PBB-KB mau pun Pajak Ro-
kok," kata Zaenuddin. (Vmg-dan/
len)
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